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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

{NOMOR : 47 TAHUN 2002 " SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

1BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
‘ DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

. a. bahwa pembentukan Partai Politik merupakan

perwujudan kedaulatan rakyat, sehingga dalam
rangka mendukung terwujudnya kehidupan
demokrasi dipandang perlu untuk memberikan
bantuan keuangan kepada Partai Politik yang ada
di Kabupaten Nias ;

. bahwa besarnya bantuan keuangan dari Daerah

untuk Partai Politik dan tata cara penyaluran

bantuan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah ;



Mengingat

oo

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
di Kabupaten Nias ;

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahur 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten-
kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1092) ;

. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang

Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3809);

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3810), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3959);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839),

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3848) ;

Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tenta'ng‘Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4090) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
'(!,embaran Negara Tahun 2001 Nomor 75,
l'ambahan Lembaran Negara Nomor 4105) ;

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999

tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundane-
undangan dan Bentuk Rancangan Undanz-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dzn
Rancangan Keputusan Presiden ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun

2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias

(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001
Nomor 12) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NIAS.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Nias ;

a.

b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten MNias ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ,

d Bantuan Keuangan adelah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh -

Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik di

Kabupaten Nias yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum ;

Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan
Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan
Umum ;

Partai Politik adalah Partai Politik yang ada di Kabupaten Nias dan telah
ikut dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Nias.

BAB I
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para

anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum.
(3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap
tahun anggaran.

BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 3

(1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara
dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi atau

kemampuan keuangan Pemerintah atau Daeral.

- Jjumlah yang dianggarkan d
" Daerah Kabupaten?\laias. alam Anggaran Pendapatan dan Belanja

L (2
: (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah sesuai dengan -

Pasal 4

{ Tata cara penyaluran bantuan kepada i
" et g L
| Kepotse kel Daceah pada Partai Politik diatur lebih lanjut dengan

BAB1V
PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

((l) }}nglllﬁju;n blimttu;nbkeuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai
¢ Tingkat Kabupaten Nias ' i

0 Sekret.aris s Daerah., yang ditandatangani oleh Ketua dan

(2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

| harus dilengkapi dengan d :
. S ¢an dokumen h
disahkan oleh Paritia Pemilihan Daer;ah.asxl perolehan suara yang telah

BABYV
PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 6

.\(I) I}Zr;);;ag:;r:hanttuan k'euangan kepada Partai politik dilakukan oleh
el ina ali) Pejz'ibat yang dl.tunjuk kepada Ketua dan Bendahara
i Vsak?lr?d artai l?olmk. Tnzgkat Kabupaten Nias, atau yang

o T : 1 dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

ara Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada . A
Reootuom Kerals Daerah.p ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup
mengenai pelaksanaannya,

Daerah.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntg
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem

diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang »
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala

hkan pengundangan Peraturan
aran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli

pada tanggal 26 Jul

i 2001

BUPATI NIAS,

Dto

BINAHATI B.

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

LEMBARAN DAERAH KABUPAT t:N NIAS TAHUN 20

BAEHA

02 NOMOR 47

PENJELASAN
ATAS
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
| NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN NIiAS '

DRPRRSSRSTS SIPR T R S

UMUM

'Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama
ldalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara, termasuk kebijakan-
ikebijakan di Daerah. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan
Ikebijakan negara, sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Republik
fIndonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai
EPolitik.

‘Mengingat pembentukan Paitai Politik merupakan perwujudan kedaulatan
-rakyat dan Partai Politk merupakan aset negara, maka dalam rangka
mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, khususnya di Kabupaten
Nias, maka Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai
Politik. .
Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk
membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya
dalam kchidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu
juga untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan
tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hanya diberikan kepada Partai
Politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum di Kabupaten Nias.




PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pemberian bantuan keuangan disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuan keuangan Pemerintah atau Daerah, artinya besarnya
jumlah bantuan setiap tahun dapat berubah sesuai dengan kondisi
keuangan Negara/Daerah.

P'asal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
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